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Bahas Raperda Pertanggung Jawaban Bupati Anggaran 2021,  

Ketua DPRD : Sudah Sesuai Trek 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi dari http://kompastimur.com 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi bersama Bupati dan 

pemerintah daerah kembali melaksanakan rapat paripurna, Selasa, (12/7) di ruang utama gedung 

DPRD jalan Komplek perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kacamatan Palabuhan ratu. Adapun 

rapat paripurna yang dihadiri Bupati Sukabumi Marwan Hamami dan wakil bupati Iyos Somantri 

serta Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Suryaman ini dalam rangka pengambilan keputusan atas 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. 

Juga pembahasan penyampaian nota pengantar atas raperda tentang Tanggungjawab Sosial 

Perusahaan Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) serta raperda tentang Pengelolaan 

Perikanan. Ketua DPRD Yudha Sukmagara mengungkapkan, Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun Anggaran 2021 telah resmi disahkan menjadi raperda.Dalam prosesnya, kata 

Yudha sudah melewati mekanisme cukup panjang dan sesuai dengan amanah dari pada aturan 

yang berlaku. “Telah melalui pembahasan komisi komisi dan Badan Anggaran (Banggar), nah 

sidang kali ini penyampaian hasil dari rapat banggar dengan TAPD hasilnya merekomendasikan 

bahwa memang apa yang dilakukan pemerintah daerah ini sesuai dengan treknya,” ujar Yudha 

kapada awak media seusai rapat paripurna. Selasa, (12/7). 

Dijelaskan Yudha, ada beberapa catatan catatan untuk bisa sesuai dengan rekomendasi 

DPRD melalui badan anggaran anggaran kepada pemerintah daerah aga segera dilaksanakan. 

“Supaya hasil penandatanganan kesepakatan ini bisa segera dikirimkan ke gubernur untuk di 

evaluasi, yang nantinya diberikan nomor registrasi untuk segara dikeluarkan perda,” jelasnya. 

“Karena memang sesuai dengan amanat, ini harus dikeluarkan perda sesuai kesepakatan 

pelaksanaan anggaran 2021 ini,” imbuhnya. 
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Tidak hanya itu, kata Yudha ada dua raperda yang dirapat paripurnakan berbarengan 

dengan Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun Anggaran 2021 yakni penyampaian nota pengantar raperda tentang tanggung 

jawab sosial perusahaan kemitraan dan bina lingkungan serta raperda tentang pengelalaan 

perikanan. “Tadi sudah ada pandangan dari pak Bupati, tadi disampaikan atas dua raperda tersebut, 

insya allah nanti tanggal 22 juli nanti akan ada pandangan fraksi didalam paripurna yang akan 

dilaksanakan nanti,” terangnya. “Tadi juga memberikan masukan beberapa hal hasil dari pada 

BPK, tadi sudah disepekati bersama antara pemda dan DPRD, dan sudah ditandatangan 

kesepakatannya juga,” sambungnya.  

Bupati Sukabumi Marwan Hamami, menambahkan secara materi menjawab persoalan 

APBD 2021 telah selesai dan disepakati bersama, sementara menindak lanjuti pembahasan bina 

lingkungan yakni membahas persoalan pengawasan seperti limbah dan pengawasan audit 

lingkungan. “Iya seperti limbah itu tadi, nah ini perlu disinkronkan, karena contohnya misal, 

kelembagaan mana yang nanti bisa masuk, apakah dari peran masyarakat, dinas terkait, mengenai 

pemberdayaan pemberdayaan limbah,” ungkap Marwan.“Contohnya dulu limbah B3 itu 

bermasalah, nah hari ini justru limbah B3 dimanfaaatkan misalnya seperti itu, kemudian 

bagaimana CSR mereka, itu yang dibahas, jadi rancangan ini nanti kalau sudah jadi seperti itu,” 

bebernya. Juga, kata Marwan kedepan kemudian bagaimana peran peran perusahaan yang ada di 

kabupaten Sukabumi untuk menjawab persoalan tutuntan masyarakat. Seperti misalnya pabrik 

semen, star energi nah ini bagaimana menyikapi posisi proses lingkungan, nah di raperda ini 

dibahas,” terangnya. *** 

Sumber Berita: 

Radar Sukabumi, Bahas Raperda Pertanggung Jawaban Bupati Anggaran 2021, Ketua DPRD: 

Sudah Sesuai Trek, Selasa, 12 Juli 2022; 

 

Catatan:  

1. Dasar Hukum  

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

selanjutnya disebut PP No 12 Tahun 2019. 

2. Pengertian (Pasal 1 PP No 12 Tahun 2019) 

a. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan 

pengawasan Keuangan Daerah. 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan  

Daerah yang ditetapkan dengan  Perda; 
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c. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang 

bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka 

penyusunan APBD. 

d. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

3. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pasal 189 sd Pasal 192 PP No 12 Tahun 2019)  

a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas 

laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD disampaikan 

kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA 

sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:  

1) laporan realisasi anggaran;  

2) neraca;  

3) laporan operasional;  

4) laporan perubahan ekuitas; dan  

5) catatan atas laporan keuangan. 

b. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku 

PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka 

memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan Pemerintah 

Daerah dimaksud paling sedikit meliputi:  

1) laporan realisasi anggaran;  

2) laporan  pembahan saldo anggaran lebih;  

3) neraca;  

4) laporan operasional;  

5) laporan arus kas;  

6) laporan perubahan ekuitas; dan  

7) catatan atas laporan keuangan.  

c. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui 

sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah 

dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
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untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada 

Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

d. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-

lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.  

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 

paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. 

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

4. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah (Pasal 194 sd Pasal 197 PP No 12 Tahun 2019) 

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

b. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Kepala Daerah 

bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama rancangan 

Perda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar 

persetujuan bersama tersebut Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang 

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

c. Rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah 

disetujui bersama DPRD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 

(tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 

gubernur. 

d. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang 

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan 

Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan APBD, Perkada provinsi 

tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, 

dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil evaluasi 

dimaksud disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari 

terhitung sejak rancangan Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi diterima.  

e. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang  
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penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda provinsi 

tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan APBD, Perkada provinsi tentang 

penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah 

menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur 

menetapkan rancangan Perda provinsi menjadi Perda provinsi dan rancangan Perkada 

provinsi menjadi Perkada provinsi.  

f. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang  

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda provinsi 

tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan APBD, Perkada provinsi tentang 

penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak 

menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur 

bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak  hasil 

evaluasi diterima. 

g. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur 

menetapkan rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

menjadi Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada provinsi, Menteri mengusulkan 

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk 

melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 

telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah  Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal  persetujuan rancangan 

Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi 

sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota.  

i. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap  rancangan Perda 

kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada 

kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk 

menguji kesesuaian dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota 

tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada 

kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa  Keuangan. 

j. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada 

bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan 



Catatan Berita - UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (2022) 6 

 

Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan 

Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  

k. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan 

Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan 

Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sudah sesuai dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang 

perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada 

kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan 

laporan hasil pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota menetapkan 

rancangan Perda kabupaten/kota menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada 

kabupaten/kota menjadi Perkada kabupaten/kota.  

l. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan 

Perda kabupaten/kota tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan 

Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

bertentangan dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang 

perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada 

kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti  

temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota bersama 

DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi 

diterima. 

m. Jika hasil evaluasi dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD dan 

bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan 

Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

menjadi Perkada kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya 

Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

n. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil 

keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan 

Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  

o. Rancangan Perkada dimaksud ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri 

bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah 

kabupaten/kota. Untuk memperoleh pengesahan dimaksud rancangan Perkada tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 
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7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala 

Daerah terhadap  rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

p. Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada, Kepala Daerah menetapkan 

rancangan Perkada tersebut menjadi Perkada. 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi 

umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi. 


